
INDEKS 
REFORMASI 
HUKUM 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

OLEH :
BIRO HUKUM DAN HAM



1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 

tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026

DASAR HUKUM



1. Pengusulan Pembentukan 

Peraturan Daerah/Peraturan 

Kepala Daerah/Keputusan Kepala 

Daerah 

2. Tingkat Kehadiran Pimpinan 

Tinggi Pemrakarsa

3. Evaluasi Produk Hukum dan 

Tindaklanjutnya

VARIABEL

Perangkat Daerah Penilaian 

Mandiri

   

Penilaian Evaluator 

Nilai IRH

PENILAIAN IRH

VARIABEL SURABI

1. Tingkat koordinasi 

Kemenkumham untuk 

melakukan harmonisasi 

regulasi/ Memperkuat 

koordinasi untuk melakukan 

harmonisasi regulasi

2. Kompetensi ASN sebagai 

perancang peraturan 

perundang-undangan (legal 

drafter) pusat dan daerah 

yang berkualitas

3. Kualitas re-regulasi atau 

deregulasi berbagai peraturan 

perundang-undangan 

berdasarkan hasil reviu

4. Penataan Database Peraturan 

Perundang-undangan



PELAKSANAAN PENILAIAN IRH



VARIABEL DAN INDIKATOR 
IRH PADA

PERANGKAT DAERAH 



BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2024

Variabel I: Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 

Indikator Keluaran (Data Dukung)

1. Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan 

Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah

2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah atau Penjelasan/ 

keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah atau Peraturan yang mengamanatkan Pembentukan 

Keputusan Kepala Daerah

3. Keputusan mengenai Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah 

Penyusunan Peraturan Daerah/Keputusan atau SP Tim Penyusunan 

Peraturan Kepala Daerah/SP Tim Penyusun Keputusan Kepala Daerah

4. Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan 

Kepala Daerah yang telah di paraf pejabat terkait

Dokumen surat 

Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan 

Keputusan Kepala Daerah/SP Kepala PD

Draf Rancangan yang telah dilakukan proses fasilitasi oleh Bagian Hukum 



BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2024

Variabel II: Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 

Indikator Keluaran (Data Dukung)

Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa dalam 

rapat Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala 

Daerah/Keputusan Kepala Daerah

1. Surat undangan

2. Notulen Rapat

3. Absensi 

4. Foto



BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2024

Variabel III: Evaluasi Produk Hukum dan Tindak lanjutnya

Indikator Keluaran (Data Dukung)

1. Evaluasi Produk Hukum

2. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum

Laporan hasil analisis produk hukum

Surat pengajuan Propemperda/Propemperkada/fasilitasi 

penyusunan Keputusan Kepala Daerah atau surat kepada 

Bappeda atau BPKAD



CAPAIAN IRH 
PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT



CAPAIAN IRH
Provinsi Jawa Barat

2022

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada 

Tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 83,25 

dengan kategori A (Sangat Baik)

2023Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel 

sesuai sasaran Road Map reformasi birokrasi 2020-2024 dan Peningkatan kualitas reformasi 

hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil Indeks Reformasi Hukum tahun 

2023 diperoleh nilai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 97,84 dengan 

kategori AA (Istimewa).

2023

Target

Target Tahun 2024: Indeks Reformasi Hukum dengan nilai 84,0



Terima

Kasih.
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